BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 14\1'!/ |~ TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA WARNO
DARI JABATAN KEPALA DESA SIRONGGE KECAMATAN PANDANARUM
KABUPATEN BANJUARNEGARA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan pemberhentian
jabatan Kepala Desa Sirongge Kecamatan Pandanarum
atas nama Warno dan menindaklanjuti surat Camat
Pandanarum Nomor 141/4a/Kec.Pdnr/2021 tanggal 6
Januari 2021 perihal Pengajuan Pemberhentian Kades
Sirongge Atas Permintaan Sendiri, perlu
memberhentikan dengan hormat Saudara Warno dari
Jabatan Kepala Desa Karena Mengundurkan Diri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara
Warno Dari Jabatan Kepala Desa Sirongge Kecamatan

Pandanarum Kabupaten Banjarnegara Karena
Mengundurkan Diri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengany Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5495) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 220
Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
6573);
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5587);’sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 220
Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6321);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
RI Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI
Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65
Tahun 2047  tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2017
Nomor 1221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI
Tahun 2018 Nomor 157);
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Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9,
Tambahan Lemparan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 196) sebagalmana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Kepala  Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
247);

12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47);

13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 81 Tahun 2018
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018
Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Memberhentikan Dengan Hormat Saudara Warno dari
Jabatan Kepala Desa Sirongge Kecamatan Pandanarum
Kabupaten Banjarnegara Karena Mengundurkan Diri.
Menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdiannya
sebagai Kepala Desa Sirongge Kecamatan Pandanarum
Kabupaten Banjarnegara.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk diketahui.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| Ditetapkan di Banjarnegara -

- pada tanggal 15~1-202I

BUPATI BANJARNEGARA,
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TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;

2. Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara;

3. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda Setda
Kabupaten Banjarnegara;

4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banjarnegara;

5. Camat Pandanarum;

6. Ketua BPD Desa Sirongge Kecamatan Pandanarum.
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